
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan, dan berdasarkan berdasarkan 
ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerirrtahan Daerah, menyebutkan babwa Camat 
mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan 
Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang 
Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian 
Urusan Pemerintaban yang Menjadi Kewenangan 
Walikota kepada Camat Kota Semarang sebagimana 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang 
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubaban Atas 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tabun 2009 
tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan 
yang menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat Kota 
Semarang, perlu ditinjau kembali 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian 
Kewenangan Walikota Kepada Camat; 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PROVTNSJ JA WA TENG AH 

PERATURAN WALrKOTA SEMARANG 
NOMOR f TAHUN i68 

TENT ANG 
PELlMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT 

WALIKOTA SEMARANG 



2. Vndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat fl Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - 
kabupaten Daerah Tingkat lT Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan 
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang 
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 89); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4826); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerab (Lembaran Negara Rpublik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 
tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Semarang Nomor 63); 

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kata Semarang 
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Semarang Namor 114); 

9. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi, 
Serta Tata Kerjakecamatan Dan Kelurahan Kata 
Semarang (Berita Daerah Kata Semarang Tahun 2016 
Nomor 90). 



11. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Daerab sebagai Daerah Otonom; 

10. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan 

Pelirnpahan Kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau 

mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di 

lingkungan Kecamatan; 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Semarang; 

2. Pemerintab Daerah adalab Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Walikota adalah Walikota Semarang; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang; 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kata Semarang; 

6. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kata Semarang; 

7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinatar Penyelenggaraan Pemerintahan 

di wilayah kerja Kecarnatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh 

Pelimpahan Keweoangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani 

sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan Tugas Umum 

Pemerintahan; 
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi 

hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan 

untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 

kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan 

menyejahterakan masyakarat; 

9. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikata untuk 

menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALJKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN 
KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT 

Menetapkan 



BAB ill 
PEMBlAYAAN 

Pasal 5 
(1) Biaya untuk Peyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan kepada 

Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Semarang. 

(2) Biaya untuk Penyelenggaraan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disesuaikan dengan : 
a. besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan; 
b. luas wilayah; 
c. rentang kendali; 
d.jumlah penduduk; dan 
e. tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya 

Pasal 4 
(1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

rnencakup Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada lingkup 
Kecamatan sesuai peraturan Perundang-Undangan. 

(2) Kewenangan yang dilirnpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
dilakukan berdasarkan prinsip eksternalitas, prinsip akuntabilitas, 
prinsip efisiensi, dan prinsip kepentingan strategis daerah. 

Pasal 3 
Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
meJiputi aspek: 
a. perizinan; 
b. rekomendasi; 
c. koordinasi; 
d. pembinaan; 
e. pengawasan; 
f. fasilitasi; 
g. penetapan; 
h. penyelenggaraan; dan 
1. kewenangan lain yang dilimpahkan 

BAB IT 

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 
Pasal 2 

(1) Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Carnat adalah sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kota Semarang. 

(2) Kewenangan yang dilirnpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Penyelenggaraan Urusan Pernerintahan yang berada di Perangkat 
Daerah. 

(3) Kewenangan yang dilimpahkan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
dijabarkan lebih lanjut dalam rincian Kewenangan sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisabkan dari Peraturan Walikota ini. 



NO MOR 
ADI TRI HANANTO 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SEMARANG, 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 

HENDRAR PRIHADI 

WALIKOTA SEMARANG 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 

Pasal 8 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. 
Agar setiap orang mengetahulnya, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Semarang 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, maka Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat Kota 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 34), 
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 
34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat Kota Semarang (Berita Daerah 
Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 6 

Hal-ha) yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang yang 
menyangkut teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Walikota. 



BERJTA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR :: 

Au 
Kepala Dinas Penataan Ruang 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal :: _ ' · 

HENDRAR PRIHADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal ! - · 

Pasal8 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, maka Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat Kot.a 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 34), 
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 
34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat Kota Semarang (Betita Daerah 
Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan 101, sepanjang yang 
menyangkut teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan 
Kepurusan Walikota. 



Pl'.:ND10-- 

RINCIAN KEWENANGAN 
-,--- - 

PENANGCUNG 
MNO No WAI-IKOTA YANG No BENTUK 1>UAKS1\N1\,\N JAWAB / PEMBINA Dli.lMPAHKJ\N KP.PAD/\ 

C/\MJ\T TEKNIS 
--- JKJ\N l. Faailitas! penln111<,uan peran I. Mt>la.ksanakan koordinasi dcngan UPTD DINAS PENDIDIKJ\N 

sorta masyarakat di bidang Pf>ndidikan l<C<"ammim dalam rangka 
pendidikan. pcnyediaan sarans prasarana pendidlkan 

untuk masvarakat: 
2. PM1lirasi penyelenggarnan sosiahsast 

renrang pentingnya peran serta 
masvarakat di bidang pendidikan: 

3. Membcntuk umfkclompok kerja di 
rnasyarakat unruk membuat agenda 
krl!ia(an di bidang pendidikan; dan - 

4. Pemberian rekomendasi kegiatan di 
bidana oendidikan. 

2 Koordinasl dalarn I, Mengadakan koordinasi dan \'isitnsi ke 
pcnyclenggaraan pcndidikan di lembaga penyclenggara pendidikan 
wilayah kecarnatan. Keearnatan bersama Kepala UPTD 

Pendidikan Kecarnatan: dan 
2. Mela.kukan koordinasi deng;m lembaga 

masyarakat, PKK, Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) dan lain - lain umuk 
mendorong peran serta masyara.ka.t 
Kecematan dalam penyelenggaraan 

·-- -- - oendidika 1L 

I.AMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOM<JR 7 1'AltUN 2018 
TENTANO 
PF.LIMJ>AHAN Sl':BAGIAN KEWF.IMNGAN WAI.JKOTA 
l<EPADA CAMAT 

No an 



I 

OINAS KESEltATAN 

PENA NOC UNG 
,11\\Vl\1'$ I n.MIJINA 

Tt;.KNIS 

4. Melakukan pendampingan kasus gjzi 
burok 

Melalru kan monuoring undnk langsung 
gizl buruk; dan 

J. 

1-:-~1engkoordfru.tsl pen;nggulangun- 
masalah kesehman akibnt 1,..11ci.na di 
wilayah kcrjanra; 

2 Pembentukan am--gc-mk--,-C<'pet 
penanggulanflllll bencana dan wabah, 

-3~_-+'--M-c-ngkoordintr dan mmcni.at ~ 
masalnh kesehatan akibat bencana ; dan . 

1. Mengkoordinir penanggulangan bencana 
bidang kcaclt.atan di ,.,1ayahnya. _ 

Pendaraan \\1layah yang berhubungan dcnpn I 
kesebatan lingkungan seperu data rumah, 
jamban. sarans air bersih, rempat-tempat I umum, fa.silitaa kc6cl>M.an, 1111mm1 pendidik"':'. 

I. Fasilit.as! pendarnpingan pananganan 
kasus gw buruk; 

2 Melaporkan se-ge-.ra-ad_a_n-ya kasus gin 
kurang dan g,zi buruk d1 wilayahnya; 

NT - Ri':NTUK l'EI..AKSANMN - 

Pcmberian n'korncndas1 pcn1·e~nggnraan dan 
pc,nd11i11n 1~m1:,;,1 pendidikan non formal 

J. Pcmantauan pertumbuban 
(tumbuh kernbnng] 
anak/balita melalui 
pemberdayaan pesyandu. 

2 Mcnympkan data dasar _ 
wllayah yang berhubungan 
deugan kesehntnn llngku nsan 

3 

No 

2 

rilUANC 

mNCIAN l(EWL,NANOAN 
W,\Lll,O'rl\ YANO 

1)11,IMPAIIKAN KEPADA 
CAMAT 

tl~kornenda111 IJIII 
p<'n~eolrnggornnn pendinan 
tempat pendkhknn non forrnul. 

lillSl';l 11\'rAN-- 1. Koordinns! pengawrrsan di,n 
pt•nanggulangnn masalnh 
kcschatan 11lob111 henrana 

No 



rF:NANGOUNC 
JAWAB / PEMBINA 

TEKNIS 

4. Pembmaan Kclurahan Siaga • 
a. menyiapkan data Kelurahan Siaga; 
b. menggerakkan kegiatan Kelurahrui 

Sia._,:a; dan 
c. melakukan monitoring Kelurahan 

Siaga. 

2. Penggerakan Perilaku Hldup Bersfh dan 
Sehal (PHBS): 
a.. menyiapkan data. PJ-!BS; 
b. mcnggerakkan PliBS di wilayahnya, 

da.n 
c. melal.."Ukan monitoril1g hAsil PH~. 

3. Menggc,akkan Posyandu 
a. menyiapkan data Posyandu strata 

dan kader; 
b. rncnggerakkan Posyandu di 

wilayahnya, dan 
r. melakukan monitoring Posyandu. 

\. a. m<'nQ.~ra knn PS/II d'ln pemantauRn 
jenrik nyamuk antara lain ; 
mcnyiapkM dam Ang)ta Bebas Jentik 
(AJ3Jf; 

b. melakukan gerakan Pcme-nksaa,1 
Jpntik Rutln (PJR): 

c. menggerakan PSN dr ,.,Jnyahnya. dnn 
d. metakukan mounoring best! 

pcmamauan jcnttk 

01,NTUK l'ELAKSANAAN No 

' ) 
saha 

di 

H1dup 

kat 

DA 

-- RINCIAN KEWENANG 

No f:llDANO No WA.LIKOTA YANC 
DILIMP,\l ll{AN l(F:PA 

. -- CA MAT 
4. Me1'\Rgcro.kknn mas)'ll.rf\ 

dnlarn Posyandu, 
P~mberantasao Snrung 
Nyamuk (PSNI, Perilalcu 
B e rslh dnn Sehat (l'HBS) 
Clerakan Sa.yang lbu (OSI 
Kelumhnn Sia.go dan U 
Ke1:chatan Sckolah (UKS) 
wilayahnya, 

A-N-.-~--,--- ---- 



DINAS Pf:KERJAAN 
UMUM 

l'F.NANt.OIJNG 
,IAV.AB / rF.M81NA 

Tf:KNIS 

2 

I. 

2. ~~---1 Melapcrkan kepada Dmo& Pekcrjaan 
Umum. 

Gerakun Soyang Ibu dnn Ua)t (GSiBJ 
(at rnelakukan fas1lit.M1 pendataan 1h11 

hnrmt, AS! eksklusif 1<11, kemanan 
obu kernauan bayl 

(b) mcngl<oordiMsil.an prlak!\anAAn 
k.-gi:1UU1 GSU3 ungknt keeamatan 
"""'"'" lmtas sd«oral -'---- 

I 
Tim ~mbirumn UKS f>l-mbmaan dan 
monlronna cvaluasi kc1t1alrul sekolah d1 
bidang kesehatan bersama instanss 
terkait di wilayah kerjanyu. 
Mcnga,.asl apabila di '"l")~n)·a ada 
Jang mclakukan penggahan. 

5 

Bt'fflJK l'l:;LAI\SANAI\N 

Meni:m,·mtarisir infnastruktur willl)ah 
meliputijalan, trot!>llr,Jtmbalan. talud 
dan salurnn yang ada di wilayahnya, L 
Mek1porknn infrastruktur wilayah 
meliputi jala.n, trotoar, jl'tllbatan, mlud 
dan saluran yang rusak dl wilayahnya 

Pengawasan dan J)<'iaporan 
penggahan in tan crotoar p:\da 
jalan umum yang 
dllaksanakan oleh lnstanui 
Pcngelola Utllilab IPDAM, 
Lisaik, TEI.KOMf 
Pengawasan kond1SJ- 
infrasuulmir ,d~)ah. 

2. 

Rlll'Cli\N Kt:;Wt:;NANO'IN 
WAl.11\CYl.A YANCl 

DIUMPAI IKAN KEPAOA 
CI\MAT 

PEKl.;RJAAN 
UMUM 

3 

lllDANG No 



-- - RINCfAN l<EWENANOAN PENANOOUNO 
NO No WAl,fKO'fA YANO No OF.NTUI< PELAKSANAAN JAWAB I PEMBINA 

OILIMPAH.KAN !,;J!:P,\DA Tel<NlS 
-- CAM AT 

3. Pengawasan-bant.aran dan 1. P..-ngowl)s,in dan peng.:ndahon 
garls sernpadan sungai penggunann bantaran c1An garis 
dan/aw.u saluran di ,,ilayah scrnpadan sunp,ai dan atau saluran di 
keeamarnn wrlayah kecamatan yang berpotensi 

---- menimbulk,m bahaya dan kerusakan 
2 Pembinaan den pernngkatan kesadaran 

masyarakat ierhadap fungsl bantaran, 
gans sempadan sunga; dan saluran 
bcrsama inst.ans, tcrkait, - 

3 Pl'ringa1an terhadap bangunan - 
bangunan liar di atas bamaran 
sungaJ/saluran sungar dengan prosedur. 

4. Pengusulan penindakan terhadap 
pelanggaran penggunaan bantaran, garis 
sempadan sungai dan saluran di wilayah 
kecamatan yang berpotensi 
menimbulkan bahaya dart kerusakan 
kepa.da Satpol PP dan mstansi terkait, 

4. Rekornendaai ijin ]. Pasilitasi pengawasan terhadap ijin 
penyambungan jalan rnasuk pcnyambungen jalan masuk 
saluranv sungai dengan saluran/sungai pada jalan raya dengan 
benrang di bawah I meter. bentang di bawah I merer. 

2 Pemberian surat pengsntar pennohonan 
ljin penyambungan jalan masuk 
saluran/sangai dengan bentang tli 
bawah I meter. . 

No BJOA 



'' " 

ASPENATAAN 
RU ANG 

NANG(lUNC 
AB/ PEMBINA 

TEKNIS 

1/INCIIINKBWENANOAN PE 
; No WAl,IKOTA YANO No BENTUK PEl.AK$ANAI\N JAW DILIMl'/\HKA/i KEPADII 

CAM{\1" -:, ~ Pcngawasan tcrhn<lap Penynmbung.,n 
,Jalan M,rnuk ( PJM) d1 atas salurnn 
ctc;ngan bcntill!!l d1 b~wah \ m_eter 

,- 4 p,,ringac,m ierhadap PJM Iii ams saluran 
dPngan hen tang di hawAh I meter y1mg 

's. J!!iak beriJlnLmel3!nl!l@r aturnn. 
Mengusulkan pcrbaiknn jika tcrjad.i 
kerusakan, 

I. PengawAS811 dan penerriban Pelaksanaai1 l<egiatan pengawasan dan DIN 
reklrunc non permanen pencruban spanduk yang terpasang mclmtang 
kornersial yang tcrpasang di jalan dan dipaku di pohon dalam satu 
mclintang di jalan, dipaku di wilayah kecamatan, 
pohon, dilkat di tiang PJU. 
tiang telepon, d1 pagar, di 
taman, d.l sarana pendidikan, 
sarana ibadah da11 di kanror 
Pemeri n tah, 

2. Pengawasan, pendataan dan I Pelaksanaan kegiatan pengawasan, 
pelaporan pcmassngan pcndataan dan pclaporan reklamc 
reklarne non kornersial komersiaJ permancn da.n non permanen 
permanen (reklamc yang dalarn satu wilavah kecamatan. 
diselenggarakan u ntuk 2. Pengawasan pemasangan 
kegiatan dan oorjMgka waktu poster/stiker/sclebaran dalam saru 
maksimal I bulan, bahan yang wilayah kecamatan, 
digunakan kam, tnplek. 
bambu, dan sejcrnsnya 
(banner, spanduk. urnbul- 
urnbul, baliho nosier, snker, 

•1. PENIITMN 
RUIINO 

No Ill DAN( 



I -- -- RlNCIAN KEW8NAN0AN PEN,\NOOU!l:O 
No BIDANO N,, WALIKOTA YANO No BENTI Jh PE:I..AKSAN1\AN JAWAB / PEMBINA 

DJLIMPAHKAN KEPADA 
CAMA'I' 

'l'EKNIS ·-· selebaran] dan rekh1mc 
- --- --·-- -- -- 

permanen [roklame yang 
I ()('11&gU nakan bn han dan IJeSJ 
elcngau konsrru k~i permanen 
scperti miniboard, rmdiboard, 

'3. 
_billboard, n~on box, d!!J. 
Pcng..awnsa:n p~n,s.nfatttan Pengawasan pernunfaatan rata ruang dan tata 
iataruang dnn tnta bangunan bangunan wilayah kecamatan serta 
wilaynh kecamatan, melaporkan ke Dinas Penataan Ruang apabila 

teriadi eelanzearan. 
5. PERUMAHAN I. Pcnyelenggaraan 1. Pelaksanaaan pembangunan jalan DlNAS PERUMAHAJ'i 

DAN KAWASJIN Prasarana, Sarnna, danUtilitas hngkungan dengan lebar kurang a1au DAN KAWASAN 
P8MUKIMAN Umum ( l'SUJ Perumahan. sama denean l,5 meter. PEMUK!MAN 

2. Pclaksanaean pembangunan saluran di 
lingkungan perrnukiman dengan lebar 

.----- _kumng atau sama de!!_&an 30 cm . 
3. Pemberdayaan masyarakai dalarn 

perneliharaan f>rasarana, Sarana, dan 
Utllnas Umum (PSU) Perumahan sesuai 

0---· 
d_~ kewen~-a 

2 Pendataan lampu Penerangan Mendata lampu PJU yang dilaksanakan 
.Jalan Urnum (PJU) swadaya secara swadaya masyarakat dan oleh 
rnasyarakat dan pengembang/ pengembang pada jalan lingkungan dan 
Plhak Keriga. pernukirnan yaniz ada ,h daerah pemuJdman 

atau oerumahan, 
3. Pengawasan terhadap lo mpu Pengawasan dan monitoring terhadap kondisi 

Penerangan Jalan Umum Jampu yang man/ rusak selanjutnya 
(PJU) vang mau[rusak. dilaeorkan eada d~1as ieknis 



KETeNTEAAMAN 
1)/\l'l 
l{ETERTI BAN 
U MUM SERT/\ 
Pfi!RI..INDUNOAN 
M/ISY /\RAK,\ T 

6. I. 

RINCJAN J(J•.Wl>NANGANJ ~ 
W/\IAKOTA \'ANO 

OILIMPA.Hl{AN KEP/\DA No BEN1\II{ PELAKSANAAN 
C/\MAT 

+-P-e-n)-.e-.1-c,-,ag-•nrMn Memfasiliu,si pengadaan dMpemc-li-1-,a-rn_a_n_ 
pengernbangeo sarana dan keburuhan sarans dan prasnrana sistem 
prasarana pcrhndungen kearnanan linelrnncan dsn membantu 
masyarakm. penvusunan pet.a kerawanan krhninAlh.ns. 

I kerawanan konflik, dan gangguan 
kerurentamnn dan kr,,.rtiban umum di 
wilayah keeamatan. 

No BIOANO No 

2 ldentifilmsi dan peudataan MelakSAnakan pencatatan dan pelaporan 
kejadiA 11 gangguan keamanan kejadian kriminelitas dan gangguan 
dan kercruban masyarakat. keamanan di "'ilaya h kecamatan kepada u un 

kcrja/instansi 1rrlunL 

3. Kcordlnasl penanggulangan 1. Menginventarisasi korban bencana dan BAO/\N 
dini korban bencana alam. 'kerugsan aki bat beucana di wilaynhnye. PENANOOULANOAN 

2 MernfasUicasi penyusuno.n data OENCIINA DAERAH 
keburuhan untuk penanggulangan 
korban bencana. 

3. Menyiapkan tempai evakuasr sementara 
korban bencana, 

4. Mcnggerakkan masyarakat dalam 
penyelenggaman dapur umum 

5. Mengkoordinasikan dengan instansi/ 
lembaga di wilayah seterrrpat, 

4. Pasilitas! pe-laksanaan Camat selaku koordinator dan fasilitator 
pelayanan masyaraka L dalam lapangan dimana rcrjadinye bencana · 

' 
hal pcnanggulangan bencana, a. rnenerirna lapor,m kejadlan di wilayahnya. 

- SAT\JAN l'Ol,ISI 
P/\MONG PRAJA 

PENANGGUNCi 
JAWAB / PEM81NII 

TEKNIS 

. r 



l· - RJNCJAN KEWe:NANC.11\N l Nol 

__ ,_ . -- - 
PF.NANGGUNO 

Nil 011)/\NO W1\I.IKOTA YANO l:IF,N'J'UK PSLAKSAJIJMN JAWIIB / Pf:MSINA IJILIMPAHKAN l<EP1\DA 
CAMAT T~;KNIS 

h prng~cekan 1okas1 ki,jaciiRn beneana 
c rnelaporkan kondisi lapangan kepadn unit 

ke1Ja/instans1 terkait·. 
d. rnelakukan rmdaknn awal tanggap darurat 

I penanr,'lulan)'\9J, bencana bersama 
I masyarakat 

I c. menginventarisasi daftar kehuruhan awal 
- -- urnuk pcnanggulangan bcncana. 

5. F'AsJIJtasl pelaksanaan Memfaailitasi pelaksanaan 1eknjs upaya DINAS PEMADAM 
pelayanan masyarakat dalam peneegahan kebakaran kepada maayarakat di KEBAJ<ARAN 
hal bencana kebakaran. wilayah setcmpat. 

7. SOS I AL I. Morn b,1.11 tu pelakeanaan l. Mrlakukan pencatatan pendataan DINAS SOSIAI, 
pelayanan pendaiaan rnasalah jumlab peuyandang masalah 
kesejah teraan sosial kesejahteraan sosial (PMKSl yang berhak 
Penyandang Masaln.h mendapatkan pelayanan di wilayahnya 
Kesejahteraan Sosial (PMKSj. masing-masing. 

2. Memfflsilitasi pendarnan perkembangan 
ju.mlah penyandang rnasalah 
'kesejahteraan sesial (PMRS) 

3. Menghnnkan data usulan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKSl 
dalrun meng1kuti rehabilitasi sosial, 

2. Membantu pelaksanaan Memfasilitasi koluarga rawan sosiaJ elconomi 
kegiaran pemberdayaan agar mereka lepas dan keterpurukan 
keluarga miskin meliputi fakir ekonomi, pendidikan dan kcecharan 
rmskin di daerah rentan, - 



DIN-'S- 
PF.R~tlJBUNOAI\ 

2. Perungkatnn pelaksanaan 
kegiatan krh~rs,hnn kawasan 
perkotaan 

Pc man raunn kebersihan di 
wilayah kc-,nmntlUl. 

~ngu•ulan iiiii'an baru p'lTl.-ir rep, J1tl"11 
umum kr tda Dinns 1',>rhubungan 

2 Mens;1nfom1as1kan i;; Ulnos 
Perhubungan, 1rrh11dnp penggunann 
parkir ltJ>i .ialnn umum pmg bcrPo••'ll~i 
l!ll'inTiggar kNml uM dan mcnggl)nfl_l\u 

__ tunp, jalBn 
I \Mal:s:inalwn p.,nwnLllUM koodi.si DINA$ UNOKUNGAN 

I 
kebersihan wilayah padn 11uJc-tit.ll< rawan H!OUP 
lccbers1han (saluran, trotoar.jalan ~ 
e_ro..,!2kO~!I" lain-lainl __ 
Mt.njoga kebcrsihan hnakungm, "~lnynh · 
Memant.nu dan menugaskAn Lurah 
unruk menjaga l«•ht-n<1han lmgkuQgan di 

+---w_,_·1-ay°"·ah masing-mas,ng _ 
I. Melo.kllllnnkan kcs,atan dalam rang~ 

peningl<aton kualuas kebersihan d1 
wila -ah kecamatsn 

1-c-1-,-,- 2. Memftl8ilitasl kegiauon pcrungkatan, 
pcrnahaman masyamkat rncngeruu 
kcbcrsthan dan Ungkunpn ludup 

1 
3. Mcmras,litns, pelaksanaan Sosialtsasr 

pengelolaan sampah berbnsis 
masyarakat meliputi : 
a. Si6t~m pengelolaan so.mpah terpadu 

(3RI berbasis masyarakar s~;a!a 
rumah tangga dnn skala ka-1.'llSlln ~--~-~-~-~ ~~---~~-'----~~-- 

J>t:NMOOUNG 
JAWAl:i / PP.MBINA 

TFI\NJS 
Bl!NTUK l'l•.L.I\KSANAAN No 

9. LINGJ-.UNGAN 
I JJl)UP 

No J;jJ[')ANC I r RINClflN l<E.WENf\NOflN 
WALIKOTA YANO 

No DlLIMPl\llKAN J<F:PADA 
--- CAMAT 8. PF:RllUBUNGAN I. PtngaMlSal'I pen~clcngcan,an 

perparkiran padn jalan umum 



RINCIAN l(ll:WENANOAN 
-~ 

Pl-~NANGClUNG 
No BIDANO No W1\LIK01'l1 YANQ No f3ENTUK Pf,l.AKSANAAN JAWAB / l'EMBINA 011,JMl"AHKAN l<EPADA 11':KNIS 

-- CA MAT - b. iiiur ,~nru1gn,i;,n sampah don 
pengelctaan sampah dcngan prmsip 
re,Jucx,1 reus~ don rorycle. 

:s. Peudauian dan pernantuuan Pcm~tauan tc1lm<lap kcgiatan yang 
untuk perlindungan flora. berporensi menimbulkan kerusakan flon, 
fau na dan komponen fauna den komponen Iingkungan hidup. 
ltngl<uni:an hid up yang perlu 
dijaga kelesiariannva (seperu 
sendang, sum ber mata ain. 

10. PEMBERDAYMN 1. Fa.silitasi kegiatan untuk Melaksanakaa koordlnaai dan fasilitasi DINAS 
PEREMPUAN pomblnaan, pemantauan, kegiatan pcmbinaan. pcmantsuan dan PEMBEROAYAAN 
DAN pcngn,.v-a-san dan pengendalian peagcndalian serta monitoring, evaluesi dan PEREMPIJAN PAN 
PER.L.INOUNGAN serta monitoring, evaluasi dan pelaporan ten tang pernberdayaan, perempuan PERLINDUNGAN 
ANAK pelaporan tentang dan perlindungan anak. ANAK 

pemberdeyaan, perempuan J. Invemarisas! kebutuhan kegiatan 
dan perhndungan anak. pemberdayaan, perernpuan dan 

perlindungan anak di tingkat Kecarnatan; 
2. Membuat usulan kegtaian pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak 
kepada unit kerja terkair; 

3. Sinkronisasi pejaksanaan kegiatan 
pemberdayaanperernpuan dan 
per)irulungan anak di tingkat Kecamatan. 

2. Fasilitnsi penyodtaan data Melaksanakan koordmasi dan fasditasi 
terpil~h 111c1111rn1 jenis penyediaan data rerpdah menurutjenis 
kelarnln kelamin, --- 



RINCIAN KEW!':NANOAN PENANOCIJNC 
No Ull)ANO Nu W,\l.ll<O'l'A YANO No BENTUl< PELAKSI\NAAN ,JAWAD/ PEMBINA 

D!L,IMPAIJJ(I\N KJ::l'ADII 
i----~M~ 

TEKNJS 
--- I- Pengurnpula» data cian info~si kelornpok 11. PANO AN I Fasiliin&i pcngurnpulan data DINAS KE1'AH,\NAN 

dan mformasi kelornpok rawan rawan pangan pada lingkat Kecamatan yang PANGAN 
pangan, mencakup ketersediaan pangan dan alur 

distribust, data rawan pangan serta 
1>!n)1usu nan peta kct.1thn.nAn dan kerenranan 
pangan Kt'camatan 

_.....:,.._ - .. 
12. PERTANAHAN I Pendataan, pcngawasa» dan I 1. fl.t~n,fasilit.asi Peudataau , Peniawasan DlNAS PENATAAN 

pengcndalian pemanfaatan dan Pcngcndalian Pcmanfaatan mnah RUANO 
tanah rnilik Pernerintah Ko,a milik Pemerintah Kota Serrmrnn11.. 
Seniarang 111111 tanch Negara. 2. Mengado.kan pengawasan dan 

pengendalian Pemanfaatan Tanah milik 
Pemerintah Kota Semarang yang 
penggunaannya adalnh Kocsmaian dan 
Kelurahnn, 

13. KeP.ENDUDUJ<AN l. Penyelenggaraan ndminisrrasi Pelaynrmnan Ad.ministrasi Kependudukan di DfNAS 
DAN Cl\ TA T/\N dan pcndnftaran penduduk kecarnatari berdasarkan sural keteranganj' KEPENOUDUKAN 
SJPll, melipuri: Pengantar dari Kelurahan berupa : DAN PENCATATAN 

a. Pelaya11,111 Penerbitan Surat a. Surat Keterangan Kelahiran SIPIL 
Keterangan Kclahiran. 

b. Pelayanan Penerbitan Surat b, Surat Kererangan l.ahir Mnti 
'-· Kcre,-angru, Lahir Mati; 
c, Pelayanan Penerbitan Sura.L c. Surat Keterangnn Kematia.n 

Keieranean Kemarian 
d. Pelayanan Penerbitan Surat d, Surat Keterangan Ahli Waris 
~Lerangan Ahli Warls: 
e. Pelayanan Penerbiian Surat e. Surat Ketcrangan Perkawinan 

Kete_!at2,gan Perkawinarr; . 



-- --- - - RINCIAN Kl':WF.JIIANOAN PENANOOUNO 
No Bl DANO No WALJK01'A YANO No BEJ•mJK PELAKSANAAN JAWAB I PEMDINA 

l)ILIMPAHKAN KEPADA TEKNIS 
- CAM AT -- I.. 

r. Pel:zy:m:in Pencrhitan Sun11 r ·surnt Kelerru1gan Pcnducluk Non Pem1anen 
Keterungan Penduduk Non 
Pcrrnanen: 

R· Pelavanan Pcnr-rbuan Surat g. S11mL Kcten.mgan .Jaminan Beriempat 
KcL~ra 11g-,m Jammtrn TinllJial 
Berrem pat Tinggal; 

h. Pelayanan Penerbitan Surat h.Surnt K~terw1gan pindah antar Kecamatan 
Kctcmngo.n Pindah m1U;1r dalam wilayah Kora Semarang 
T<eci.mo.tn n dalnm wilnyah 
Kora Semarang: 

i. Pelayarran Penerblian Surat I. Sunn Keterangun pilldah datang anrar 
Kcterangan pindah datang ke<'.an1a1t111 dalam daerah 
penduduk WNl antar 
Ke<:amaLan dala.m Daerah. 

j, Pelayanan Penerbitan Surat j. Legalisasi pengan tar pennohonan 
Pengantar Permohonan Pcm bu a tan l\'TP 
Pem buatan Kartu Tan do 
Penduduk (KTP). 

k. Pelayanan Penerbltan Surat k. Legalis,rni pengantar pennohonan 
Pengantar Permohouan Pembuatan !{J{ 
Pembu.atan Kartu Keluarga 
(KK). 

I. Pelayanan Pemberian Surat I. Pernbuatan Surat Pengantar/J<eterangan 
Pengantar / Keterangan terkait terkait Kependudukan (OPP!;} 
Kependudukan. - 



- RINCIANKP:WENANOAN -~--- PENANOGUNG No BJDANO No W/\Lll<OTA YANG No BENTUK Pl,l.AkSANAAN JAWAD/ Pl,MBIN/\ l)fLIMPAMI\AN Kt,;PIIPA 1'EKNIS 
CAM AT 

14. PF:Mt:3J::ROAYMN J. F'nsnriiisi keg!atanUOLUk Mel;,l<snnalum koordinas: da1;-·rasoht:1~i · l\~X:AMA"l'AN 
MASYAl~/\lv\T pembtnaan, pemaruauan. kegiatan pernbinaan, pemaruauan dan 
01\N DESA pengawasan dan pengenda lian pengendahan sertn monimring. rvnluasi dan 

serta rnenlrorlng, evaluasi dan pelaporan tent8llg p,·mlier<la\Mll masyarakat 
pelrrporan tentang Invcntarisasi kcbuluhru1 kcgiutan - 
pc111 bcrdayaan masyarakat, I. 

p.:,11 berdayaan masyarakat di ungkat 
Kecamatan. 

2. Membunt usulan kegiatan pemberdayaan 
masyarakar kepada unit kerjn terkait, 

3. Sinkronlsasi pelaksanaar; kegiatan 
pernberdayaan masyarakai di tingkat 
Kec.n:mata:n. 

15. PENO&NDALI/\N 1. Dukungan kegiatan re1najo l. Mernfasillta.si pembentukan dan DINAS 
PENOUDUK DAN posilir. Pcngelolaan Pusat lnformasi dan PENOENDALIAN 
KELUARGA Konseling (PU() remaja baik d1 sekolah PENDUDUK DAN 
liERENCANA maupun luar sekolah. KELUAROA 

BEREN CANA 
2. Melakukan penyuluhan dan &0siallsasl 

tentang Kesehatan Reproduksi Remja 
(KRR), pencegahan l luman 
Jmmunodeficiency Virus atau Acqwred 
Immune Deficiency Synd,"Ome (HIV/ AIDS), 
lnfcksi Menular Sesksual tlMS) dan 
bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotroptka 
dan Zal Adil<tir Lainnya (NAPZA). 

·-· 



RJNCIAN l{EWF:NANOAN N1 - -- 
Pf;NANGGUNO 

No 131DANO No W ALIKO'l'A YANG 8£N1'UK PEl,Al<SANAAN JAWAB / PEMBINA 
DILIMPAHKJ\N Kl~PADA 

CAMAT 
T£KNIS 

2. Penyuluhan 1{13 Mengkordlnaslkan clan memfasilitasi l«:giatan 
pcmhinaan & penv\JluhAn. Kil, dan 
mcnyel~nggarakan pdayanan KB dengan 
pctaksanasn kcgiatan kunjungan rurnah 
dalam rangka meneari akseptor baru dan 
penyelenggaraan pclayanen di Kesehatan 
Kcluarga 13rrencana (Kl(B) / Puskcsmas. 

3. Pernbinaan kader pcngelola Mengkoor<iinasikan dan mcmCasllitasi 
kegiatan bina keluarga pembinaan kader pengelola kegjatan 

Kclompok Bina l<eh.iarga Balita (BKBJ, Bma 
Keluarga Lansia (BKI,). 

16. KOPERASI, l. Membantu fasihtasl 1. Memfasihrasi pendataan jumlah koperasi DINAS KOPERASI 

USAHAKECIL-. pclaksanaan pendataan dan Usaha Mikro yang ada di wilayah D1\N USAflJI MJKRO 

DAN MENENGAH !<operasi dan Usaba Mikro. keca matan. 

?.. Pemberian au.rat. keterangan Pembubaran 
Koperasi oleh Lurah diketahui Camnt. 

2 Pero berian Su rat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha 
Domisili Us.a.ha Koperasi. Koperasi oleh t.urah diketahui Carnat, 

3. Pernberian ljin Usaha. Mikro Penerbitan ljin Usaha Mil<ro K.eciJ (IUMK/iJUS 
Kecil (IUMK/iJUS MELON) MELON J d, Wilayah Kecamatan. 

4. Pem berian Surat Keterangan Penerbiran Surat Keterangan Tempat Tinggal 
Ternpat Tinggal Pemohon Pemohon Bamuan Perrnodalari bagi Ko;ierusi 
Bantuan Permodalan bagi clan Usaha Mikro di wilayah kecwnatan oleh 
Koper,,sidan Osaba Mikro di t.urah diketahui Carnat. 
wila_y"h kecarnatan - 



- - .... -...- RTNCIAN KEWENANOAN PENANGOUNO 
No Bl DANG No WALIKO'rA YAN(l No BENTUK P£LAK$ANAAN JAWAB / PEMBINA 

011.IMPAIIKAN KICPADA 
C,\MAT 

1'f:KNIS 
f-- h - ,__ I- 

17. Kll:J3UDAVAA!II I Pen>'njlon dale dnn 111fonnas1 1. Memfasil1tas1 pendatasn den penyaj,an OINAS KEOUOAY,\AN 
di bida ng sejarah, rulai trachsl data/infom1as1 sejurah. r,,lai midis! dan DAN PARIWISATA 
dan kepurbakataso, lndarrg kr-purbakalaa». bidang perhndungan 
p(•rlm(lu ngan burlaya c1An budO) 11 serta atrnksi huda) a. 
bidang atraksr budaya, 2. Mr.mfo:;,liuuri pendataan dan penyaiian 

dal.8/infonnasi benda/bAngunan eagar 
uudaya dan bcrsejarah, organisasi 
budaya serta para pelaku sejarah di 
wilayahnya. 

2. Koordinas, dan fasili,;asi 1. Mcmfasllitasi penrngkatan kemitraan do.a 
peningkatan kemltraan dim peran serta masyarakat, organisasi 
peran serta masyarakat dalam dan/atau pelaku kescnian dalam 
perlindungan, pemeliharaan, perlindu ngan, pcmelibaraan, 
pcm an faaian di hidang pemanfaatan di bidnng kesenian di 
kesenian. wilayahnya. 

2. Mernfasilitasi penyajian data organisasi 
kesenian dan para pelaku scni, 
pcm binaan kesernan dan kegiatan 
pagelaran keseoian di wilayahnj a --- 3 Fasilitasi penyajia,;-data dan Memfasilitasi pendataan dan penyajian 

Informasi di bidang potensi infonnasi potensi seni, pembinaan kesenian 
seni, bidang pemblnaan dan pagelaran kesenian, 
kesenian, dan bidang 
pagelaran kesenian, 



Memfos1l1111si pendaraan dan 
pemantauan petaksanaa» kegiatan 
kegjatan olah raga <!an kepemudaan di 
masyarakar 

Mcmfasibtllsi kcgiatan kepcmudaan dan 
olahraga dengan pcndatann atlct-atlet 
berpresrasi ~r!R mengusulkan pcngajuan 
bantuan ke&atao kepr.mudaan dan olah raga. 
Mcmfasilitasl pengajuan propo;.aJ bantuan 
peralatan / pertengkapan olahnlg;,. dari 
masyarakat ke unit kcrja tel<nis 

Memfasihuis, pcm&Jlllll data dtln infonna,., d· 
bidang promos, panwisat« berupa 
J>amflet/mf<>nnaiji tcmpar-tempat wrsata Kain 
Semarang J1 1~mpa1 tempat strarcgis di 
wHny.ahnva. 
M<'m!osilaosi J)"ningJ,,u.an promosi pari"' 1M.ta 
dan event "'Siiia vang d1sel<:t1,w.antkan di 
.. ,Jayahn>•· 
M=fasiltasi pembmaan, pengawnsan clan -I 
pcngendallan bldang premosi pariwlsata 
ierhadap kelompok sadar wisi,1a (Pokdruwis) 
yang aria d1 wilayahuye. 

:I. Mrmbanru p<'lnksanruui 
pembinaan bnntuou, 
pemnntauan pengnwasan dan 
pengendalian di b1dang 
promosi wisn1a 

I. Membamu J)('ll}Clenggaraan 
dun pengembangan kegiatan 
kepemudaan <Ian olahraga, 
termasu k olohroga prestasi. 

2. Membantu dnn koordinas, 
banruan pengadaan dan 
pendistribustan sarana dan 
prasarana kt'~mudaan dan 
olahraga. 

3. MeiubanLu don memberi 
dukungon pelakaanaan olllh 
raga di masyarakat dan 
kegiaran kepemudaan, 

') Fasilitasi J>c"nmr.kat~>r<>moM 
pariwisa tn 

l. 

DINAS 
KEPEMUDAAN DAN 

OLAIIRAOA 

PENANOGIJNG 
,JAWAl3 / I'~ MHINA 

TE'-NI:'\ 

OINAS i-t:auo," AI\N 
OAN PAR!\\ ISI\TA 

BF.:NTUK Pl•,l.r\KSANMN 
RINCIAN Ki·:WENANO/\N 

\VAl.lKO'l'A Y/\NO 
DIUMl'/\lllv\N KEPADA 

CAMAT 
Fa~il,tas! l)('n,·aJIJn d111a dan 
lnfurmasi d• h11lan11 pru111osi 
p,l nwisa ta. 

l'J. KE:Pl:.MUDAAN 
DAN OLAHRAGA 

1i[ PARIWISArA 

[

-1- 
1'10 llll)/\NG 



OlNAS PERTANlAN 

B£N'n.JK 1'1'.l.AKSANMN 
I 

No 

RINCJANKl',WFN/\NOAN 
WAL.IKOTA Yt'\NO 

DILIMl'AIIKAN KEF'AOA 
---"C=AMAT 

. 20. l{OMUNll{ASl 
DAN 
INFORM.l\nKA 

I 
No OIOANO 

2 Mengu,ullmn cabsug oiiiii'ri,ga <11111 1 
orgam,.,.11.J kepemuduun dalarn 

·-----+- .!!!emp.-rolcb bantunn___ ., 
4. - Koord!nA.aa ban tu on kig,atan Mrmfas11iu,s, monuonng dan ~ng:,v.:uon 1 

monnonn~ dan evaluasi l.er;:uan 1,;UJ>I>. nraupun lrmbaga 
l.me1ju lembaga Lt'~mudaiin krJ)('mudaan dan kffllalusgMn 
dau _kPOJuhr8S(li8n. 
Mcmltcril<an surnt Mcmher!kan surar fkllf.a11U1r/~urat DINAS KOMUNllv\SI, 
pengamar/surat kererangan kcterangan untuk penerbuan reknmcndni I INFORMATIKA 
untuk penerbitan rekcmendasi terka.it dengan po,ndufan pt'IAksanaao ~ STATISTIK DAN 
terkau dengan pcndlruln pcmbanguna.n tclekomumk1u,l yang l><-rupo PERSANOIAN 
pelakeanean pembangunan w~ni!'g tetckemurukasr, warung seluler dan 
telckomunfkru,i yang' berupa sejerusnya, 
werung telckomunlkasl, 
wnrung .eluler dan ecJeni!illya 

2. Mcmbc.•nkan surst Memberilmn surar pengantar/QJrat 
pengantar /sum1 keterangan keierangan untuk penerbnan relrolD('ndasi 13in 
urnuk penerbitan rckomendasi menara tdcknmunikssi sd.111gai sarana dan 
ijin rnennra telckornunikaai prasarana telekornunikasl 
sebagnr snrann dan prasarana 

---· ---.--~~'e"'l~ek'°o.munika&1. 
, ?1. PERTANIAN I. Koo1'dma"1, !a.stl1ta1" don Mcngkoocd,n,uukan. memfilbJitaSl dan 

pengawasae peredaran dan pengawasan peredaren ix-s1j•icfa. 
_ _Q~nggunnan ~id."'n'-----i------ 

2. 1>asil1L11s1 pengamatnn, Mcmfasilita&i ktg,aran pengamaran. 
pensegahan dan 

I 
pensegahan dan penanggulangan peoyalol 

I pM1anggulnngan penyakit hewan, 
_ hewan ------------------ 

r l'"NI\NGCUNG I 
JAWAB / l'EMHINA 

TEINIS 



DINA$ 
PERDAOAN'GAN 

Mernfu~iliu,.s, pembmaan dan 
pemanrauan bidang pt,rikanan budldll,.Vli 
dan nkanan l!Jlj,:lwp di wib:rvahnva 

2. Mcmfasilir11:.1 pembentukan kelompok 
masvarnkat milJ-a bahari dan/ atau 
kelornpok peng,rwas perikanan 
rnasyarakat (KPPN). _.__.,_,__- 

nzman perikanan Mrmfasilitasi perizinari perikanan di ~ah 
I l,.ecamatan k'"J),lda unit kt:l)a/instansi tet'ka.il 

koordinasi 1 l MernfosihU>.si dan mrngkoordinasikan 
pendataan dan . pengaurran, penai rum dan peugendatum 
erhadap Pedagang Proagang Krcatif Lapanr,a.n~-· ----.,...., 
g;v, 2. Membantu pelaksanaan pernetaan lokasi, j 

L penetapan lokasi dan penataan Ptdapng I 
------- Krcahf l.apa_n_,gan'---------------.L-------- 

, -, 
I No DEl'\'l'UK n:tAKSAl'MA~ 

I 

I M~ngkooldb1as1kan dnn mcmfallillla!ri 
pengumpulnn data dan infonna.e1 pertaman, 

I M,·ngkoon.li~an. mcrnfusiliw:.i dan 

1 
pengawosan l1udidava umamnn pangan, 
hortikultura dan llC"l'ktbvnan 

1,1.lWENANOIIN 
KOTA VANO 
HMN l<EPADA 

<.:AMAT 
an rasiht.as, 
n dota dan 
rtaman 
rMiHIASi dan 
budidaya 

raman pangan, 
dan perl<ebu nan --- l)'8Jl80 data dan M.-mfasiht.as1 petsksanaan pengumputan data 
hfdnng bidang dan mfonnas1 perikanen budidnya dan 
ui.lldAya dan pcrikanan tangkap di w'llayahnya. 

UUl8Kf1p. 
pemantauan, 
dan pengendaltan 

kanan budrdaya 
an tangkap. 

I No 

--- 
r::r-RINCl1\N 

OlUANG WALi 
IJILIMPA 

-- " l(nordina~i d 
pengumputa 
fn fo1m11si JX.' 

•I KoordinasJ, 
pengawaaan 
hudklava tnr 
hortrkulrura 

22. PERll,I\NAN - I Yn:sihta~; pet 
luformael di 
f"'nkanan b 
perlkanan 

2. P~m binaan, 
pengawasnn 
b1dang pen 
dan penkan 

3. Fasilitasi I"' 

23. PERDAOANGAN I Fnsilitas, dnn 
pengaturan, 
pernbinaan ( 
Kre,itif Lapan 



OINAS 
PERINOUSTRIAN 

- 

3 Pembtnaa» penertiban lokasi Pedagang 
Kreatif Lapangan yAng tidak sesuai 
dcngan ketentuan untuk dtusulknn 
pcnindn kan kepada Siu-pol PP dan 
insrans] lt>rkait 

Memfas1hws1 pcmberian ijin usahn indusbi di 
wilayah kecamatan berupa pengantar dan 
kcierangan domisili usaha mdusm 

PENANOOUNC 
JAWAB / n~MBINA 

TEKNIS 
BENTUK PELAKSANMN 

it.Rs, ij,;;- usahn indusrn. 

~iNCIAN Kl,WENANCAN 
WALIKOTA YANG 

nJLJMPAlll<AN KEPAOA 
_QA MAT 

-.- --.-- 
I 

No BrOANO 

,-- - 

1·2~ pgRINl)USTRIAN I. Pasil 


